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WALI KOTA BANJAR  

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  

NOMOR 56 TAHUN 2022 

 

 

TENTANG 

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PERUBAHAN  

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

WALI KOTA BANJAR, 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (7) dan Pasal 

23 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7  Tahun  2017 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota Banjar tentang Tata Cara Penyusunan 
Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Penyusunan 
Perubahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang  Pembentukan 

Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002  Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4244); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Harmonisasi Perpajakan Stabilitas Sistem Keuangan 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6736); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Perpajakan Stabilitas Sistem Keuangan 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lambaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
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10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar 
(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 
Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota 
Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Banjar 50); 

11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Banjar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Banjar Nomor 2); 

12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2021 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar 
Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 

Nomor 53); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG TATA CARA 
PENYUSUNAN DAN PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG 
MILIK DAERAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar. 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar. 

3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan 
barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya 

yang sah. 
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8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah 

yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku 
pejabat pengelola keuangan daerah. 

9. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut 
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan 

bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang  
milik daerah. 

10. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang milik daerah. 

11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut 

sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau 
pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk 

menggunakan barang milik daerah yang berada dalam 
penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

12. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang 
melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada 
Pengguna Barang. 

13. Pengurus  Barang  Milik  Daerah  yang  selanjutnya  disebut 
Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional 

Umum yang diserahi tugas mengurus barang. 

14. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas 

menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan 
barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang. 

15. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum 

yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, 
menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang. 

16. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian 
kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan 

pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang 
berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan 
datang. 

17. Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan oleh 
Wali Kota sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik 

daerah dalam perencanaan kebutuhan.  

18. Standar kebutuhan barang adalah satuan jumlah barang yang 

dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan 
penggunaan barang milik daerah dalam perencanaan 
kebutuhan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang 

ditetapkan oleh Wali Kota.  

19. Standar Harga adalah besaran harga yang ditetapkan oleh Wali 

Kota sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam 
perencanaan kebutuhan. 
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BAB II  

MAKSUD DAN TUJUAN  

 

Pasal 2 

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi 

Perangkat Daerah dalam penyusunan RKBMD dan penyusunan 
perubahan RKBMD. 

 

Pasal 3 

Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar terwujudnya penyusunan 

RKBMD dan penyusunan perubahan RKBMD yang akuntabel dan 
mencerminkan kebutuhan riil Barang Milik Daerah pada masing-

masing Perangkat Daerah.  

 

BAB III 

PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 
 

Bagian Kesatu 

Umum   

 

Pasal 4 

(1) Perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi: 

a. perencanaan pengadaan barang milik daerah; 

b. perencanaan pemeliharaan barang milik daerah; 

c. perencanaan pemanfaatan barang milik daerah; 

d. perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah; dan  

e. perencanaan penghapusan barang milik daerah. 

(2) Perencanaan pengadaan barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam dokumen 
RKBMD Pengadaan. 

(3) Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam dokumen 
RKBMD Pemeliharaan. 

(4) Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen 

RKBMD Pemanfaatan. 

(5) Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam 

dokumen RKBMD Pemindahtanganan. 

(6) Perencanaan penghapusan barang milik daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam dokumen 
RKBMD Penghapusan. 

(7) Perencanaan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan 
penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan 
ayat (6) merupakan bagian dari penyusunan dokumen RKBMD 

pengadaan dan pemeliharaan. 
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(8) Format perencanaan kebutuhan barang milik daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan (6) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

 

Bagian Kedua 

Tata Cara Penyusunan RKBMD Pengadaan 

Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang 

 

Pasal 5 

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD Pengadaan 

barang milik daerah di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang 
dipimpinnya. 

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD 
Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Pengguna Barang selambat-lambatnya minggu kedua bulan Mei. 

 

Pasal 6 

(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD 
Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada minggu 
ketiga bulan Mei. 

(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pengadaan yang  

disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana  
dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang mengikutsertakan 

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang 
Pengguna untuk melakukan review terhadap kebenaran dan 

kelengkapan usulan RKBMD Pengadaan. 

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang disampaikan 
oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diutamakan untuk memastikan kebenaran data masukan 
penyusunan usulan RKBMD Pengadaan yang sekurang-

kurangnya mempertimbangkan: 

a. kesesuaian program perencanaan dan standar barang, 

standar kebutuhan serta standar harga; dan  
b. ketersediaan barang milik daerah di lingkungan Pengguna 

Barang. 

(4) Hasil penelaahan atas usulan RKBMD Pengadaan yang 
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana  

dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Pengguna Barang dalam 
menyusun RKBMD Pengadaan barang milik daerah pada tingkat 

Pengguna Barang yang sekurang-kurangnya memuat informasi: 

a. nama Kuasa Pengguna Barang; 

b. nama Pengguna Barang; 

c. program; 

d. kegiatan; 
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e. data daftar barang pada Pengguna Barang da/atau daftar 

barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan 

f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui. 

 

Pasal 7  

(1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD  
Pengadaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) ditandatangani 
oleh Pengguna Barang. 

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan barang 

milik daerah berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Pengguna 

Barang paling lambat minggu keempat bulan Mei. 

 

Bagian Ketiga 

Tata Cara Penyusunan RKBMD Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang  

 

Pasal 8 

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun usulan RKBMD 
Pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan Kuasa 

Pengguna Barang yang dipimpinnya. 

(2) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan RKBMD  
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 

Pengguna Barang selambat-lambatnya minggu kedua bulan Mei. 

 

Pasal 9 

(1) Pengguna Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD 

Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pada minggu 
ketiga bulan Mei. 

(2) Dalam penelaahan usulan RKBMD pemeliharaan usulan  
RKBMD Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna 

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Barang 
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan 

Pengurus Barang Pengguna untuk melakukan penelitian 
terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan RKBMD 
pemeliharaan. 

(3) Penelaahan atas usulan RKBMD Pemeliharaan yang 
disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk memastikan 
kebenaran data masukan penyusunan RKBMD pemeliharaan 

yang sekurang-kurangnya mengacu pada daftar barang Kuasa 
Pengguna Barang yang memuat informasi mengenai barang yang 
dipelihara. 
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(4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

digunakan oleh Pengguna Barang dalam menyusun RKBMD 
Pemeliharaan barang milik daerah tingkat Pengguna Barang 

yang sekurang-kurangnya memuat informasi: 

a. nama Kuasa Pengguna Barang; 

b. nama Pengguna Barang; 

c. nama barang yang dipelihara; 

d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan 

e. rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui. 

 

Pasal 10 

(1) Hasil penelaahan Pengguna Barang atas usulan RKBMD 

Pemeliharaan yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna  Barang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) ditandatangani 

Pengguna Barang. 

(2) Kuasa Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan 
barang milik daerah berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Pengguna 
Barang paling lambat minggu keempat bulan Mei. 

 
 

Pasal 11 

(1) Penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 
dilengkapi surat pengantar RKBMD yang ditandatangani oleh 

Pengguna Barang dan data barang. 

(2) Penyampaian RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pengguna Barang 
kepada Pengelola Barang dilakukan selambat-lambatnya minggu 

kesatu bulan Juni. 
 

Bagian Keempat 

Tata Cara Penelaahan RKBMD Pengadaan 

Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang 

 

Pasal 12 

(1) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah 
dilakukan terhadap : 

a. relevansi program dengan rencana keluaran Pengguna 

Barang; 

b. optimalisasi penggunaan barang milik daerah yang berada 

pada Pengguna Barang; dan 

c. efektivitas penggunaan barang milik daerah yang berada 

pada Pengguna Barang telah sesuai peruntukannya dalam 
rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 
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(2) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 
memperhatikan: 

a. kesesuaian program perencanaan dan standar barang, 
standar kebutuhan serta standar harga; dan 

b. data barang.  

(3) Penelaahan atas RKBMD Pengadaan barang milik daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam  Hasil 
Penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik daerah yang 
sekurang-kurangnya memuat: 

a. nama Kuasa Pengguna Barang; 

b. nama Pengguna Barang; 

c. program; 

d. kegiatan; 

e. data daftar barang pada Pengguna Barang dan/atau daftar 
barang pada Kuasa Pengguna Barang; dan 

f. rencana kebutuhan pengadaan barang yang disetujui. 

(4) Dalam melaksanakan penelaahan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang 

mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus 
Barang Pengelola untuk menyiapkan dan memberikan 

pertimbangan terhadap kebenaran dan kelengkapan usulan 
RKBMD Pengadaan yang dilaksanakan selambat-lambatnya 
minggu kedua bulan Juni. 

 

Pasal 13 

(1) Hasil Penelaahan RKBMD Pengadaan barang milik daerah dari 
Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 

(3) ditandatangani oleh Pengelola Barang. 

(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pengadaan berdasarkan 
hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) RKBMD Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang 

paling lambat minggu ketiga bulan Juni. 

 

Bagian Kelima 

Tata Cara Penelaahan RKBMD Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang 

 

Pasal 14 

(1) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah 
dilakukan untuk melakukan telaahan terhadap data barang 

milik daerah yang diusulkan rencana pemeliharaannya. 

(2) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 

memperhatikan daftar barang pada Pengguna Barang yang 
memuat informasi mengenai status barang dan kondisi barang. 
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(3) Penelaahan atas RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam hasil 
penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah yang 

sekurang-kurangnya memuat: 

a. nama Kuasa Pengguna Barang; 

b. nama Pengguna Barang; 

c. nama barang yang dipelihara; 

d. usulan kebutuhan pemeliharaan; dan 

e. rencana kebutuhan barang milik daerah yang disetujui. 

(4) Dalam melaksanakan penelaahan barang milik daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang  
mengikutsertakan Pejabat Penatausahaan Barang dan  Pengurus 

Barang Pengelola untuk menyiapkan dan  memberikan 
pertimbangan terhadap kebenaran dan  kelengkapan usulan 

RKBMD Pemeliharaan yang dilaksanakan selambat-lambatnya 
minggu kedua bulan Juni. 
 

Pasal 15 

(1) Hasil Penelaahan RKBMD Pemeliharaan barang milik daerah 

dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (3) ditandatangani oleh Pengelola Barang. 

(2) Pengguna Barang menyusun RKBMD Pemeliharaan berdasarkan 
hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) RKBMD Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang 
paling lambat minggu ketiga bulan Juni. 

 

Pasal 16 

(1) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan barang milik 
daerah dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (3) ditetapkan menjadi 

RKBMD pemerintah daerah oleh Pengelola Barang. 

(2) RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat minggu 
keempat bulan Juni. 

 

Bagian Keenam 

Penyusunan Perubahan RKBMD 

 

Pasal 17 

(1) Pengguna Barang dapat melakukan perubahan RKBMD. 

(2) Perubahan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan sebelum penyusunan Perubahan APBD. 

(3) Penyusunan RKBMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis 

terhadap penyusunan perubahan RKBMD. 
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BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 18 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kota Banjar. 

 

 

Ditetapkan di Banjar 

pada tanggal 20 September 2022 

WALI KOTA BANJAR, 

 

ttd 

ADE UU SUKAESIH  

 

 

Diundangkan di Banjar 

pada tanggal 20 September 2022 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 

 

ttd 

          ADE SETIANA 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 56 

 

 

 

 



12 
 

LAMPIRAN  

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  

NOMOR 56 TAHUN 2022 

TENTANG  

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DAN 

PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 

 

FORMAT PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH 

1. FORMAT USULAN RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG 
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Petunjuk Pengisian : 

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 

(5) Diisi nama Daerah Kota yang bersangkutan. 

(6) Diisi nama Pengguna Barang. 

(7) Diisi nomor urut. 

(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja Perangkat 

Daerah.  

(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang 

milik daerah yang berlaku. 

(10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(11) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. 

(12) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(13) Diisi standar kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(14) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(15) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 

(16) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 

(17) Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 

(18) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan sesuai 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan 

sebagainya. 

(19) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.  

(20) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan. 

(21) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap. 

(22) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(23) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.  

(24) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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2. FORMAT USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG 
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Petunjuk Pengisian : 

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 

(5) Diisi nama Daerah Kota yang bersangkutan. 

(6) Diisi nama Pengguna Barang. 

(7) Diisi nomor urut. 

(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja Perangkat 

Daerah. 

(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan dan 

kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9)  berdasarkan 

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 

(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD 

seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 

(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B). 

(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).  

(16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB). 

(17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan  

pemeliharaan.  

(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.  

(19) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan  sesuai 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan 

sebagainya. 

(20) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap. 

(21) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(22) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan. 

(23) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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3. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH PENGGUNA 

BARANG 

 
 

 
 

 

Petunjuk Pengisian :  

(1) Kop surat resmi yang berlaku pada Perangkat Daerah (Pengguna Barang) yang 

bersangkutan. 

(2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan. 

(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(5) Diisi nama Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang dikirim. 

(6) Diisi lokasi kedudukan Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang). 

(7) Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirim oleh Unit 

Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang menyetujui Hasil Penelaahan 

RKBMD. 
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4. FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGGUNA BARANG 
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Petunjuk Pengisian: 

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 

(5) Diisi nama Daerah Kota yang bersangkutan. 

(6) Diisi nama Pengguna Barang. 

(7) Diisi nomor urut. 

(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja 

Perangkat Daerah.  

(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan 

kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan 

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang 

berlaku. 

(11) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. 

(12) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(13) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai 

ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku. 

(14) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(15) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan. 

(16) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan. 

(17) Diisi kuantitas barang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan. 

(18) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 

luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(19) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan. 

(20) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.  

(21) Diisi jumlah barang pengadaan yang disetujui. 

(22) Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang 

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan 

sebagainya. 

(23) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau 

pembelian. 

(24) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 

(25) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(26) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.  

(27) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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5. FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGGUNA BARANG 

 

 



20 
 

Petunjuk Pengisian: 

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 

(5) Diisi nama Daerah Kota yang bersangkutan. 

(6) Diisi nama Pengguna Barang. 

(7) Diisi nomor urut. 

(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja 

Perangkat Daerah. 

(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 

daerah yang berlaku. 

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 

(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat 

dibiayai APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 

(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).  

(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR). 

(16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB). 

(17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan.  

(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan.  

(19) Diisi satuan barang Pemeliharaan yang diusulkan sesuai ketentuan 

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan 

sebagainya. 

(20) Diisi kuantitas barang yang disetujui untuk dipelihara. 

(21) Diisi satuan barang yang disetujui pemeliharaannya sesuai 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, 

set, dan sebagainya. 

(22) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 

(23) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(24) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.  

(25) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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6. FORMAT RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG 
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Petunjuk Pengisian: 

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 

(5) Diisi nama Daerah Kota yang bersangkutan. 

(6) Diisi nama Pengguna Barang. 

(7) Diisi nomor urut. 

(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja 

Perangkat Daerah. 

(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan 

kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(10) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan 

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang 

berlaku. 

(11) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. 

(12) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya.  

(13) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau 

pembelian. 

(14) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 

(15) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(16) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

penandatanganan. 

(17) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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7. FORMAT RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG 
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Petunjuk Pengisian : 

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 

(5) Diisi nama Daerah Kota yang bersangkutan. 

(6) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(7) Diisi nomor urut. 

(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja 

Perangkat Daerah. 

(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 

daerah yang berlaku. 

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 

(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat 

dibiayai APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 

(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).  

(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).  

(16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).  

(17) Diisi uraian nama RKBMD yang disetujui. 

(18) Diisi kuantitas barang pada RKBMD pemeliharaan yang disetujui. 

(19) Diisi satuan barang RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, 

set, dan sebagainya. 

(20) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 

(21) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(22) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

penandatanganan. 

(23) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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8. FORMAT USULAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG 
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Petunjuk Pengisian: 

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 

(5) Diisi nama Daerah Kota yang bersangkutan. 

(6) Diisi nomor urut. 

(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output  

berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah. 

(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan 

kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan 

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang 

berlaku. 

(10) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. 

(11) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang 

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan 

sebagainya. 

(12) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai 

ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.  

(13) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang 

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan 

sebagainya. 

(14) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan. 

(15) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan. 

(16) Diisi jumlah barang yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan. 

(17) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang 

(m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(18) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan. 

(19) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.  

(20) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 

(21) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(22) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan 

penandatanganan. 

(23) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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9. FORMAT USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG 
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Petunjuk Pengisian :  

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 

(5) Diisi nama Daerah Kota yang bersangkutan. 

(6) Diisi nomor urut. 

(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah. 

(8) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 

daerah yang berlaku. 

(10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 

(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 

(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B). 

(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR). 

(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB). 

(16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. 

(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan. 

(18) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²),unit, buah, 

set, dan sebagainya. 

(19) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 

(20) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(21) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan. 

(22) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan.
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10. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN RKBMD OLEH 

PENGELOLA BARANG 

 

 
 

Petunjuk Pengisian: 

(1) Kop surat resmi yang berlaku. 

(2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan. 

(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(5) Diisi nama Perangkat Daerah. 

(6) Diisi lokasi kedudukan Perangkat Daerah. 

(7) Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirim oleh 

Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang menyetujui Hasil 

Penelaahan RKBMD. 
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11. FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGELOLA BARANG 
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Petunjuk Pengisian : 

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 

(5) Diisi nama Daerah Kota yang bersangkutan. 

(6) Diisi nomor urut. 

(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output  

berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah. 

(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 

(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(10) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. 

(11) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(12) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai  

(13) ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.  

(14) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(15) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 

(16) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 

(17) Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 

(18) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, 

set, dan sebagainya. 

(19) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan. 

(20) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan. 

(21) Diisi kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui. 

(22) Diisi satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui sesuai  

(23) ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan 

sebagainya. 

(24) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian. 

(25) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 

(26) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(27) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.  

(28) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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12. FORMAT HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGELOLA BARANG 
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Petunjuk Pengisian: 

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 

(5) Diisi nama Daerah Kota yang bersangkutan. 

(6) Diisi nomor urut. 

(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah. 

(8) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah 

yang berlaku. 

(10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 

(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 

(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B). 

(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR). 

(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).  

(16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan.  

(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.  

(18) Diisi satuan barang pemeliharaan yang diusulkan sesuai ketentuan yang 

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(19) Diisi kuantitas RKBMD pemeliharaan yang disetujui. 

(20) Diisi satuan barang RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan 

sebagainya. 

(21) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 

(22) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(23) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan. 

(24) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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13. FORMAT RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG 
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Petunjuk Pengisian: 

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 

(5) Diisi nama Daerah Kota yang bersangkutan. 

(6) Diisi nomor urut. 

(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah. 

(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 

(9) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan 

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang 

berlaku. 

(10) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. 

(11) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(12) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian. 

(13) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 

(14) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(15) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.  

(16) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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14. FORMAT RKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG 
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Petunjuk Pengisian : 

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 

(5) Diisi nama Daerah Kota yang bersangkutan. 

(6) Diisi nomor urut. 

(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah. 

(8) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 

daerah yang berlaku. 

(10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 

(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 

(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).  

(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).  

(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB). 

(16) Diisi uraian nama RKBMD pemeliharaan yang disetujui. 

(17) Diisi kuantitas barang pada RKBMD pemeliharaan yang disetujui. 

(18) Diisi satuan barang milik daerah yang disetujui pemeliharaannya sesuai 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, 

dan sebagainya. 

(19) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 

(20) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(21) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan. 

(22) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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15. FORMAT RKBMD PENGADAAN DAERAH KOTA 
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Petunjuk Pengisian: 

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Provinsi/ Daerah Kota yang bersangkutan. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nomor urut. 

(5) Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan 

rencana kerja Perangkat Daerah. 

(6) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 

(7) Diisi uraian nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan 

ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang 

berlaku. 

(8) Diisi kuantitas barang yang diusulkan. 

(9) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(10) Diisi kuantitas barang pengadaan yang disetujui. 

(11) Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui sesuai ketentuan yang  

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(12) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian. 

(13) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 

(14) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(15) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan. 

(16) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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16. FORMAT RKBMD PEMELIHARAAN DAERAH KOTA 
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Petunjuk Pengisian: 

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Pemerintah Daerah Kota yang bersangkutan. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nomor urut. 

(5) Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan 

rencana kerja Perangkat Daerah. 

(6) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(7) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (6) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 

daerah yang berlaku. 

(8) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 

(9) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(10) Diisi status BMD yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD seperti 

digunakan sendiri atau pinjam pakai. 

(11) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).  

(12) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).  

(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB). 

(14) Diisi uraian nama pemeliharaan pada Rencana Kebutuhan 

Pemeliharaan BMD yang disetujui. 

(15) Diisi kuantitas barang pada RKBMD Pemeliharaan yang disetujui. 

(16) Diisi satuan barang pada RKBMD Pemeliharaan yang disetujui sesuai 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, 

dan sebagainya. 

(17) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 

(18) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(19) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan. 

(20) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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17. FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG 
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Petunjuk Pengisian: 

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang akan diusulkan. 

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 

(5) Diisi nama Daerah Kota yang bersangkutan. 

(6) Diisi nama Pengguna Barang. 

(7) Diisi nomor urut. 

(8) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output  

berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah.  

(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi  

barang milik daerah yang berlaku. 

(10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan  

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(11) Diisi Kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil 

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 

perubahan. 

(12) Diisi satuan barang milik daerah yang diusulkan untuk dilakukan 

perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas 

(m²), unit, buah, set, dan sebagainya 

(13) Diisi Kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan 

besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD  

Pengadaan. 

(14) Diisi satuan barang milik daerah yang diusulkan untuk dilakukan 

perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum  

pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang 

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(15) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 

Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya. 

(16) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai 

ketentuan standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku. 

(17) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku. 

yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(18) Diisi kode barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 

(19) Diisi nama barang yang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 

(20) Diisi jumlah barang masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 

(21) Diisi satuan barang yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 

luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(22) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan  

(23) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan  

(24) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 

(25) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(26) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

penandatanganan. 

(27) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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18. FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG 
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Petunjuk Pengisian: 

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 

(5) Diisi nama Daerah Kota yang bersangkutan. 

(6) Diisi nama Pengguna Barang. 

(7) Diisi nomor urut. 

(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja 

Perangkat Daerah. 

(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 

daerah yang berlaku. 

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 

(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 

(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).  

(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).  

(16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).  

(17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan.  

(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.  

(19) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, 

set, dan sebagainya. 

(20) Diisi Kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan 

besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD 

pemeliharaan.  

(21) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan 

menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 

penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya.  

(22) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 

pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya. 

(23) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 

(24) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(25) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

penandatanganan. 

(26) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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19. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN USULAN PERUBAHAN 

RKBMD OLEH PENGGUNA BARANG 

 

 

 
 

Petunjuk Pengisian : 

(1) Kop surat resmi yang berlaku pada Perangkat Daerah (Pengguna 

Barang) yang bersangkutan. 

(2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan. 

(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(5) Diisi Unit Kerja (Kuasa Pengguna Barang) yang dikirim. 

(6) Diisi lokasi kedudukan Kuasa Pengguna Barang. 

(7) Diisi nomor dan tanggal surat usulan RKBMD yang dikirim oleh Kuasa 

Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengesahkan Hasil 

Penelaahan RKBMD. 
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20. FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGGUNA BARANG 
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Petunjuk Pengisian: 

(1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 

(5) Diisi nama Daerah Kota yang bersangkutan. 
(6) Diisi nama Pengguna Barang. 

(7) Diisi nomor urut. 
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja Perangkat 

Daerah. 

(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang 
milik daerah yang berlaku. 

(10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan 
penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(11) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil penelaahan 
RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan 

(12) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, 
dan sebagainya. 

(13) Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan besaran 
satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan.  

(14) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan 
dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 
penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang 

(m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(15) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD Pengadaan 

yang sudah pernah diusulkan sebelumnya. 
(16) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai ketentuan 

standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku. 
(17) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(18) Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 
dioptimalisasikan. 

(19) Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 
dioptimalisasikan. 

(20) Diisi jumlah barang pengadaan masih dimungkinkan untuk dioptimalisasikan. 
(21) Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), 

unit, buah, set, dan sebagainya. 
(22) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.  

(23) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan. 
(24) Diisi kuantitas barang pengadaan yang disetujui untuk dilakukan perubahan. 

(25) Diisi satuan barang pengadaan yang disetujui untuk dilakukan perubahan 
sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, 
dan sebagainya. 

(26) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian. 
(27) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu diungkap. 

(28) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 
(29) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.  

(30) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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21.  FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGGUNA BARANG 
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Petunjuk Pengisian : 

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 

(5) Diisi nama Daerah Kota yang bersangkutan. 

(6) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(7) Diisi nomor urut. 

(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja 

Perangkat Daerah. 

(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan  

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 

daerah yang berlaku. 

(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 

(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 

(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B). 

(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR). 

(16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB). 

(17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. 

(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan. 

(19) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaannya sesuai ketentuan 

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan 

sebagainya. 

(20) Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan 

barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan. 

(21) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan 

menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 

penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 

luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(22) Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang 

sudah diusulkan sebelumnya. 

(23) Diisi kuantitas Perubahan RKBMD Pemeliharaan yang disetujui. 

(24) Diisi satuan Perubahan RKBMD Pemeliharaan yang disetujui. 

(25) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 

(26) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(27) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan. 

(28) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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22.  FORMAT PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG 
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Petunjuk Pengisian 

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 

(5) Diisi nama Daerah Kota yang bersangkutan. 

(6) Diisi nama Pengguna Barang. 

(7) Diisi nomor urut. 

(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja 

Perangkat Daerah. 

(9) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 

(10) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (9) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(11) Diisi Kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil 

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 

perubahan. 

(12) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 

perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), 

unit,buah, set, dan sebagainya. 

(13) Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan 

besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD 

Pengadaan.  

(14) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 

perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum 

pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang 

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(15) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 

Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya. 

(16) Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang 

disetujui.  

(17) Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, 

set, dan sebagainya. 

(18) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian. 

(19) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 

(20) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(21) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 

penandatanganan.  

(22) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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23. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA KUASA PENGGUNA BARANG 
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Petunjuk Pengisian: 

(1) Diisi nomor halaman. 
(2) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 
(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 

(5) Diisi nama Daerah Kota yang bersangkutan. 
(6) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(7) Diisi nomor urut. 
(8) Diisi nama program/kegiatan/output berdasarkan rencana kerja 

Perangkat Daerah. 

(9) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 
dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(10) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (9) 
berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 

daerah yang berlaku. 
(11) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 
(12) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 
(13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 
(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).  

(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).  
(16) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).  
(17) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan. 
(18) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan. 

(19) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaannya sesuai ketentuan 
yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan 

sebagainya. 
(20) Diisi kuantitas barang milik Daerah yang diusulkan menggantikan 

besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD 

pemeliharaan.  
(21) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan 

pemeliharaannya dan menggantikan besaran satuan barang yang 
tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, 
dan sebagainya. 

(22) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 

pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya. 
(23) Diisi kuantitas barang pada perubahan RKBMD pemeliharaan yang 

disetujui.  
(24) Diisi satuan barang pada RKBMD pemeliharaan yang disetujui 

pemeliharaannya sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas 
(m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(25) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 
(26) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(27) Diisi jabatan Kuasa Pengguna Barang yang melakukan 
penandatanganan.  

(28) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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24. FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG 
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Petunjuk Pengisian: 

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 

(5) Diisi nama Daerah Kota yang bersangkutan. 

(6) Diisi nomor urut. 

(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah.  

(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 

(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(10) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil 

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 

perubahan. 

(11) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 

perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), 

unit, buah, set, dan sebagainya. 

(12) Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan 

besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD 

Pengadaan. 

(13) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 

perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum 

pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang 

berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(14) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 

Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya. 

(15) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai ketentuan 

standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku.  

(16) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(17) Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan. 

(18) Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan. 

(19) Diisi jumlah barang pengadaan masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan. 

(20) Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 

luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(21) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.  

(22) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan. 

(23) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 

(24) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(25) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan. 

(26) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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25. FORMAT PERUBAHAN USULAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG 
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Petunjuk Pengisian: 

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 

(5) Diisi nama Daerah Kota yang bersangkutan. 

(6) Diisi nomor urut. 

(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output  

berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah. 

(8) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik 

daerah yang berlaku. 

(10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 

(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 

(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).  

(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).  

(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).  

(16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan.  

(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan .  

(18) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, 

set, dan sebagainya. 

(19) Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan 

besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD 

pemeliharaan. 

(20) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan 

menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 

penelaahan RKBMD pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(21) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 

pemeliharaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya. 

(22) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 

(23) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(24) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan. 

(25) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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26. FORMAT PENYAMPAIAN HASIL PENELAAHAN USULAN RKBMD OLEH 

PENGELOLA BARANG 

 

 
 

Petunjuk Pengisian: 

(1) Kop surat resmi yang berlaku. 

(2) Nomor surat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Diisi jumlah lampiran surat yang bersangkutan. 

(4) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(5) Diisi Perangkat Daerah (Pengguna Barang) yang dikirim. 

(6) Diisi lokasi kedudukan Perangkat Daerah. 

(7) Diisi nomor dan tanggal surat Usulan RKBMD yang dikirim oleh 

Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

(8) Diisi nama, pangkat dan NIP pejabat yang mengesahkan Hasil Penelaahan 

RKBMD. 
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27. FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PENGADAAN OLEH PENGELOLA BARANG 
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Petunjuk Pengisian: 

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Pengguna Barang. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 

(5) Diisi nama Daerah Kota yang bersangkutan. 

(6) Diisi nomor urut. 

(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah. 

(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 

(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(10) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil 

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 

perubahan. 

(11) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 

perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), 

unit, buah, set, dan sebagainya. 

(12) Diisi kuantitas barang milik daerah yang diusulkan menggantikan 

besaran satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD 

Pengadaan.  

(13) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 

perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum 

pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(14) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 

Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya. 

(15) Diisi standar kebutuhan maksimum dengan data input sesuai ketentuan 

standar barang dan standar kebutuhan yang berlaku. 

(16) Diisi satuan kebutuhan maksimum sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(17) Diisi kode barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan. 

(18) Diisi nama barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan. 

(19) Diisi kuantitas barang pengadaan masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan. 

(20) Diisi satuan barang pengadaan yang masih dimungkinkan untuk 

dioptimalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas 

(m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(21) Diisi kuantitas kebutuhan riil yang dibutuhkan.  

(22) Diisi satuan kebutuhan riil yang dibutuhkan.  

(23) Diisi kuantitas barang RKBMD Pengadaan yang disetujui untuk 

dilakukan perubahan. 

(24) Diisi satuan barang RKBMD Pengadaan yang disetujui untuk dilakukan 

perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), 

unit, buah, set, dan sebagainya. 

(25) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian. 
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(26) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 

(27) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(28) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan. 

(29) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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28. FORMAT PERUBAHAN HASIL PENELAAHAN RKBMD PEMELIHARAAN OLEH PENGELOLA BARANG 
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Petunjuk Pengisian: 

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 

(5) Diisi nama Daerah Kota yang bersangkutan. 

(6) Diisi nomor urut. 

(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah. 

(8) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah 

yang berlaku. 

(10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 

(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 

(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).  

(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).  

(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB).  

(16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan.  

(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.  

(18) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaannya sesuai ketentuan 

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan 

sebagainya. 

(19) Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan 

barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan. 

(20) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan 

menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 

penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 

luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(21) Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang 

sudah diusulkan sebelumnya. 

(22) Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui. 

(23) Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan 

sebagainya. 

(24) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 

(25) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(26) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan. 

(27) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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29. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN PADA PENGGUNA BARANG 
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Petunjuk Pengisian: 

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Pengguna Barang. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 

(5) Diisi nama Daerah Kota yang bersangkutan. 

(6) Diisi nomor urut. 

(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah. 

(8) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 

(9) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (8) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(10) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil 

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 

perubahan. 

(11) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 

perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), 

unit, buah, set, dan sebagainya. 

(12) Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan besaran 

satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD 

Pengadaan. 

(13) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 

perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum 

pada hasil penelaahan RKBMD Pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(14) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 

Pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya. 

(15) Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang 

disetujui.  

(16) Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, 

set, dan sebagainya. 

(17) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian. 

(18) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 

(19) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(20) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan.  

(21) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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30. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PEMELIHARAAN PADA PENGGUNA BARANG 

 

 



68 
 

Petunjuk Pengisian: 

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Pengguna Barang yang bersangkutan. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nama Provinsi yang bersangkutan. 

(5) Diisi nama Daerah Kota yang bersangkutan. 

(6) Diisi nomor urut. 

(7) Diisi nama Kuasa Pengguna Barang/program/kegiatan/output 

berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah. 

(8) Diisi kode barang yang dipelihara berdasarkan ketentuan penggolongan 

dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(9) Diisi nama barang yang dipelihara sesuai kode pada kolom (8) 

berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah 

yang berlaku. 

(10) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 

(11) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(12) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 

(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B). 

(14) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).  

(15) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB.  

(16) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan.  

(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.  

(18) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaannya sesuai ketentuan 

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan 

sebagainya. 

(19) Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan 

barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan. 

(20) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan 

menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 

penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 

luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(21) Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang 

sudah diusulkan sebelumnya. 

(22) Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui. 

(23) Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan 

sebagainya. 

(24) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 

(25) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(26) Diisi jabatan Pengguna Barang yang melakukan penandatanganan. 

(27) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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31. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PENGADAAN DAERAH KOTA 
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Petunjuk Pengisian: 

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Daerah Kota. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nomor urut. 

(5) Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan 

rencana kerja Perangkat Daerah. 

(6) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 

(7) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(8) Diisi kuantitas barang milik daerah yang tercantum pada hasil 

penelaahan RKBMD Pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 

perubahan. 

(9) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 

perubahan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²),  

unit, buah, set, dan sebagainya. 

(10) Diisi Kuantitas barang pengadaan yang diusulkan menggantikan besaran 

satuan barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD 

Pengadaan.  

(11) Diisi satuan barang pengadaan yang diusulkan untuk dilakukan 

perubahan dan menggantikan besaran satuan barang yang tercantum 

pada hasil penelaahan RKBMD pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku 

yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(12) Diisi alasan yang mendasari dilakukannya perubahan pada RKBMD 

pengadaan yang sudah pernah diusulkan sebelumnya. 

(13) Diisi perubahan kuantitas barang pada RKBMD pengadaan yang 

disetujui.  

(14) Diisi perubahan satuan barang pada RKBMD pengadaan yang disetujui 

sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, 

set, dan sebagainya. 

(15) Diisi sesuai dengan cara pemenuhannya misalkan sewa atau pembelian. 

(16) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 

(17) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(18) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.  

(19) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 
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32. FORMAT PERUBAHAN RKBMD PEMELIHARAAN DAERAH KOTA 
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Petunjuk Pengisian: 

(1) Diisi nomor halaman. 

(2) Diisi nama Pemerintah Provinsi/ Daerah Kota yang bersangkutan. 

(3) Diisi tahun anggaran RKBMD yang diusulkan. 

(4) Diisi nomor urut. 

(5) Diisi nama Pengguna Barang/program/kegiatan/output berdasarkan 

rencana kerja Perangkat Daerah. 

(6) Diisi kode barang berdasarkan ketentuan penggolongan dan kodefikasi 

barang milik daerah yang berlaku. 

(7) Diisi nama barang sesuai kode pada kolom (6) berdasarkan ketentuan 

penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah yang berlaku. 

(8) Diisi kuantitas barang yang dipelihara. 

(9) Diisi satuan barang yang dipelihara sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: 

panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(10) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai 

APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. 

(11) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Baik (B).  

(12) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Ringan (RR).  

(13) Diisi sesuai kondisi barang yang dipelihara jika Rusak Berat (RB). 

(14) Diisi uraian nama pemeliharaan yang diusulkan untuk dilakukan 

pemeliharaan.  

(15) Diisi kuantitas barang yang diusulkan untuk dilakukan pemeliharaan.  

(16) Diisi satuan barang yang diusulkan pemeliharaannya sesuai ketentuan 

yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan 

sebagainya. 

(17) Diisi kuantitas barang yang diusulkan menggantikan besaran satuan 

barang yang tercantum pada hasil penelaahan RKBMD pemeliharaan. 

(18) Diisi satuan barang yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dan 

menggantikan besaran satuan barang yang tercantum pada hasil 

penelaahan RKBMD sesuai ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), 

luas (m²), unit, buah, set, dan sebagainya. 

(19) Diisi alasan yang mendasari perubahan RKBMD pemeliharaan yang 

sudah diusulkan sebelumnya. 

(20) Diisi kuantitas perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui. 

(21) Diisi satuan perubahan RKBMD pemeliharaan yang disetujui sesuai 

ketentuan yang berlaku yaitu: panjang (m), luas (m²), unit, buah, set, dan  

sebagainya. 

(22) Diisi keterangan dan/atau informasi penting lainnya yang perlu 

diungkap. 

(23) Diisi tempat dan tanggal disahkan. 

(24) Diisi jabatan Pengelola Barang yang melakukan penandatanganan.  

(25) Diisi nama dan NIP pejabat yang mengesahkan. 

 

 

WALI KOTA BANJAR, 

 

ttd 
ADE UU SUKAESIH 


